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PRAKATA 

 

 
 

 

Assalamu’alaikumWr. Wb. 

Segala puji bagi Allah SWT, berkat rahmat-Nya penulis akhirnya dapat 

menyelesaikan skripsi dengan judul “ Pengaruh Penganggaran, Realisasi 

Anggaran dan Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah Studi Kasus Organisasi Perangkat Daerah Kota Palembang”. 

Penyusunan skripsi ini diajukan untuk memenuhi dan melengkapi salah satu 

syarat dalam menempuh Ujian Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi. 

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya 

good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Akuntabilitas kinerja 

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung-

jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja 

yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil pembahasan diperoleh hasil bahwa 

penganggaran, realisasi anggaran dan pelaporan keuangan secara bersama-sama 

positif dan signifikan memengaruhi akuntabilitas kinerja. Hasil uji secara parsial 

diperoleh bahwa penganggaran positif dan tidak signifikan memengaruhi 

akuntabilitas kinerja. Realisasi anggaran positif dan tidak signifikan memengaruhi 

akuntabilitas kinerja. Sedangkan pelaporan keuangan positif dan signifikan 

memengaruhi akuntabilitas kinerja. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu agenda reformasi di Indonesia adalah mewujudkan tata 

kelola pemerintahan yang baik (good governance) prinsip pemerintahan yang 

baik meliputi : (1) Akuntabilitas yang diartikan sebagai kewajiban untuk 

mempertanggungjawabkan kinerjanya; (2) Keterbukaan dan Transparansi 

dalam arti masyarakat tidak hanya dapat mengakses kebijakan tetapi juga ikut 

berperan dalam proses perumusannya; (3) Ketaatan pada hukum dalam arti 

seluruh kegiatan didasarkan pada aturan hukum yang berlaku dan aturan 

hukum tersebut dilaksanakan secara adil dan konsisten; (4) Partisipasi 

masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan umum dan pembangunan. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. Akuntabilitas kinerja 

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan 

kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka 

mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran atau target kinerja 

yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun 

secara periodik.  

Peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur negara dan reformasi 

birokrasi nomor 12 tahun 2016 tentang pedoman evaluasi atas implementasi 
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sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, yaitu dengan cara 

membandingkan antara realisasi capaian indikator kinerja dengan target 

indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja 

pemerintah. 

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kata kunci bagi terwujudnya 

good governance dalam pengelolaan organisasi publik. Jadi tidak salah jika 

siklus akuntansi sektor publik diakhiri dengan proses pertanggungjawaban 

publik. Proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah 

organisasi publik dalam mencapai tujuannya. Akuntabilitas kinerja telah 

menjadi salah satu item yang tercantum didalam dasar hukum atau aturan 

organisasi, Karenanya organisasi diwajibkan secara hukum untuk memenuhi 

akuntabilitas kinerja yang diperolehnya. Kinerja organisasi dapat diraih atau 

dicapai dengan mengefektifkan dan mengefesienkan hasil dari proses 

organisasi diantaranya penganggaran, realisasi anggaran, dan pelaporan 

keuangan. (Indra, 2010: 88) 

Pengelolaan pemerintah daerah yang berakuntabilitas tidak bisa lepas 

dari anggaran pemerintah daerah. Anggaran diperlukan dalam pengelolaan 

sumber daya dengan baik untuk mencapai kinerja yang diharapkan oleh 

masyarakat dan untuk menciptakan akuntabilitas tehadap masyarakat. 

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban untuk mempertanggung 

jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui 

suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. 
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Mardiasmo (2009:21) menyatakan bahwa dalam melaksanakan pemerintahan, 

pemerintah daerah berkewajiban melakukan dua jenis pertanggungjawaban. 

Pertama, pertanggung jawaban vertikal kepada pemerintah. Kedua, 

pertanggung jawaban horizontal kepada DPRD dan masyarakat luas. Kedua 

jenis pertanggungjawaban pemerintah daerah tersebut merupakan elemen 

penting dalam proses akuntabilitas. 

Anggaran  selalu dikaitkan dengan akuntabilitas eksekutif organisasi. 

Konflik yang terjadi dalam penentuan anggaran sangat berpengaruh terhadap 

kapabilitas eksekutif organisasi untuk mengendalikan pengeluaran. Tujuan 

anggaran dapat dirumuskan sebagai alat akuntabilitas, alat manajemen dan 

instrumen kebijakan ekonomi. Proses akhir penyusunan anggaran merupakan 

hasil dari persetujuan politik, termasuk item pengeluaran yang harus disetujui 

para legislator. (Indra, 2010: 192) 

Penganggaran merupakan suatu proses atau metoda untuk 

mempersiapkan suatu anggaran. Penganggaran dalam organisasi sektor publik 

merupakan tahapan yang cukup rumit dan mengandung nuansa politik yang 

tinggi. Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah 

alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter, 

proses penganggaran dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan 

strategik telah selesai dilakukan. Tahap penganggaran menjadi sangat penting 

karena anggaran yang tidak efektif dan berorientasi pada kinerja akan dapat 

menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. (Mardiasmo, 2009: 61) 
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Setelah proses penganggaran selesai anggaran itu kemudian 

direalisasikan sebagaimana yang telah direncanakan organisasi sektor publik, 

dengan kata lain realisasi anggaran merupakan proses pelaksanaan segala 

sesuatu yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh organisasi publik. dalam 

liteatur, realisasi anggaran dikenal atau terkait dengan istilah “operational 

management”. Istilah tersebut diartikan sebagai proses yang memungkinkan 

organisasi publik mencapai tujuannya melalui penambahan dan penggunaan 

sumber daya yang efisien. (Indra, 2010: 231) 

Realisasi anggaran mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan dalam 

melaksanakan anggaran. Tujuan proses realisasi anggaran adalah 

mengembangkan produk dan layanan yang harus diberikan kepada publik. 

Kualitas realisasi anggaran merupakan hasil pencapaian kinerja organisasi. 

(Indra, 2010: 96) 

Pelaporan keuangan merupakan cerminan dari posisi keuangan serta 

transaksi yang telah dilakukan organisasi sektor publik dalam kurun waktu 

tertentu. Tujuan khusus pelaporan keuangan sektor publik adalah memberikan 

informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan dan menunjukkan 

akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan. (Indra, 2010: 297) 

Terdapat dua jenis pelaporan yang dikenal dalam organisasi sektor publik yaitu 

pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan. Pelaporan kinerja merupakan 

refleksi kewajiban untuk mempresentasikan dan melaporkan kinerja semua 

aktivitas serta sumber daya yang harus dipertanggungjawabkan. Pelaporan ini 

merupakan wujud dari proses akuntabilitas.  
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Penelitian sebelumnya dilakukan oleh M.Thoyib dkk (2017) yang 

mengatakan bahwa penganggaran berpengaruh signifikan terhadap 

akuntabilitas kinerja. Penelitian Beny (2012), Eko (2013), Siti (2016), Fitrawati 

(2017), Reyhan (2017) dan Nurul (2017) menunjukkan hasil bahwa kejelasan 

sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. 

Berbeda dengan penelitian Netty (2011) kejelasan sasaran anggaran secara 

parsial memiliki pengaruh negatif. Mei (2012) menyatakan bahwa kejelasan 

sasaran anggaran tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah, dan Beny (2012) dengan komitmen organisasi sebagai variabel 

moderasi tidak ada pengaruh pada kejelasan sasaran anggaran terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Penelitian Netty (2011), Reni (2014), Siti (2016), Reyhan (2017) Mei 

(2012) dan Nurul (2017) Jalaluddin (2017) menyatakan bahwa sistem 

pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. 

Namun penelitian Eko (2013) menyatakan bahwa sistem pelaporan tidak 

berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian 

Beny (2012) dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi tidak ada 

pengaruh pada sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) adalah 

wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada publik tentang kinerja 

pemerintah selama satu tahun anggaran. Penyusunan LAKIP dimaksud 

bertujuan untuk menggambarkan penerapan rencana strategis dalam 
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pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi di masing masing perangkat 

daerah, serta keberhasilan capaian saat ini untuk mempercepat dalam 

meningkatkan kualitas capaian kinerja. Melalui penyusunan LAKIP juga dapat 

memberikan gambaran penerapan prinsip-prinsip Good Governance, yaitu 

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas.  

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dipandang perlu untuk 

mengetahui kemampuan setiap instansi dalam pencapaian visi, misi dan tujuan 

organisasi. Pada praktiknya, LAKIP menggantikan Laporan Tahunan yang 

harus diterbitkan oleh instansi pemerintah. Berdasarkan Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP) Kota Palembang Tahun 2017 dari 28 indikator 

sasaran strategis yang diukur capaian kinerjanya, 8 OPD tidak sesuai target 

kinerja yang telah ditetapkan, diantaranya : 

Tabel.I.1 

Pengukuran capaian kinerja  

Organisasi perangkat daerah kota palembang 

Tahun 2017 

 
No OPD Indikator kinerja Target Realisasi % 

Capaian 

1. Dinas koperasi & 

UKM 

Persentase usaha mikro 

dan kecil yang aktif 

96% 84,89% 90,31% 

  Rasio UMK yang 

menjadi usaha 

menengah 

28% 15,11% 53,96% 

2. Dinas perdagangan Konstribusi sektor 

perdagangan terhadap 

PDRB 

17% 8,97% 52,76% 

3. Dinas tenaga kerja  Angka partisipasi 

angkatan kerja (per 

1000) 

70% 66,63% 95,19% 

4. Dinas perikanan Meningkatnya hasil 

produksi perikanan 

14,280 

ton 

11,751 

ton 

82,3% 

5. Dinas lingkungan 

hidup dan 

kebersihan 

Persentase penanganan 

sampah 

100% 74,18% 74,18% 
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Lanjut Tabel.I.1 

 
6. Badan pengelola 

pajak daerah 

 

Rasio realisasi 

pendapatan asli 

daerah (PAD) 

terhadap potensi 

pendapatan asli 

daerah (PAD) 

100% 99,31% 99,31% 

7. Dinas penanaman 

modal dan 

pelayanan terpadu 

satu pintu 

Laju 

pertumbuhan 

ekonomi 

8,89% 6,09% 68,50% 

 

8. Dinas 

perhubungan 

 

Waktu tempuh 

perjalanan darat 

per 100 Kilometer 

5,1jam 6,5Jam 72,5% 

Sumber: LAKIP 2018 

Menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 untuk 

menentukan tingkat akuntabilitas instansi yang bersangkutan terhadap 

kinerjanya, dengan kategori sebagai berikut:  

Tabel.I.2 

Tingkat Akuntabilitas Kinerja 
  

No Kategori Nilai Angka Interprestasi 

 

1 AA >90-100 Sangat Memuaskan  
 

2 A >80-90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja 

tinggi, dan sangat akuntabel  

Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja 

tinggi, dan sangat akuntabel  

 

3 BB >70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki 

sistem manajemen kinerja yang andal  

4 B >60-70 Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, 

memiliki sistem yang dapat digunakan untuk 

manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan. 

  

5 CC >50-60 Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya 

cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang 

dapat digunakan untuk memproduksi informasi 

kinerja untuk pertanggung jawaban, perlu banyak 

perbaikan tidak mendasar.  
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Lanjut Tabel.I.2 

 
6 C >30-50 Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat 

diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen 

kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan 

perbaikan yang mendasar.  

 

7 D 0-30 Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat 

diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja; 

Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang 

sangat mendasar.  

 

     Sumber: Permenpan, 2019 

 

Berdasarkan tabel I.1 dapat dilihat bahwa 8 OPD tersebut memiliki 

tingkat akuntabilitas kinerja yang berbeda-beda dan tidak konsisten, 2 OPD 

bahkan hanya mencapai 50-60 berada dalam kategori capaian cukup 

(memadai),  yang artinya perlu banyak perbaikan tidak mendasar. Data tersebut  

menunjukan bahwa akuntabilitas kinerja masih lemah dan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata 

dan konsisten. 

Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi Kementerian 

pendayagunaan apartur negara dan reformasi birokrasi terdapat beberapa hal 

yang menunjukan akuntabilitas kinerja masih lemah, dan sistem akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (SAKIP) belum diimplementasikan secara nyata 

dan konsisten, diantaranya: 1) Kurangnya komitmen dalam mengedepan-kan 

akuntabilitas dari sisi kinerja sehingga akuntabilitas kinerja belum mendapat 

perhatian yang besar, terutama di tingkat Kementerian/Lembaga/Pemerintah 

Daerah; 2) Adanya beberapa peraturan perundang-undangan di bidang 

akuntabilitas kinerja yang kurang selaras; 3) Belum adanya penetapan sanksi 

yang tegas bagi instansi pemerintah yang tidak menerapkan akuntabilitas 
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kinerja; 4) Masih belum tersosialisasikannya keseluruh instansi pemerintah 

tentang kebijakan di bidang akuntabilitas; 5) Adanya keterbatasan kapabilitas 

SDM di bidang akuntabilitas kinerja di lingkungan instansi pemerintah serta; 6) 

Masih belum terintegrasinya Sistem AKIP dengan sistem perencanaan nasional 

dan sistem penganggaran. www.menpan.go.id 

Penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada OPD dikarenakan 

kegiatan badan dan dinas secara langsung berhubungan dengan pelayanan 

kepada masyarakat dan juga merupakan satuan kerja pemerintah yang 

menyusun, menggunakan, dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai 

pelaksana anggaran dari pemerintah daerah. Berkaitan dengan fenomena di 

atas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “ Pengaruh 

Penganggaran, Realisasi Anggaran dan Pelaporan Keuangan Terhadap 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah ditemukan maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengaruh 

penganggaran, realisasi anggaran dan pelaporan keuangan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kota Palembang ? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh 

penganggaran, realisasi anggaran dan pelaporan keuangan terhadap 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di kota Palembang.  

 

http://www.menpan.go.id/
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D. Manfaat Penelitian 

1. Bagi Penulis 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan mengenai penganggaran, realisasi anggaran dan pelaporan 

keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah kota 

Palembang. 

2. Bagi Instansi Pemerintah 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman untuk dapat meningkatkan 

keahlian agar mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja yang baik serta 

rasa bertanggung jawab terhadap masyarakat dan memiliki kesadaran etis 

yang tinggi. 

3. Bagi Almamater 

Sebagai referensi bagi lembaga pendidikan akuntansi khususnya atau 

fakultas ekonomi dan bisnis dalam upaya meningkatkan mutu pengajaran 

agar menghasilkan SDM yang berkualitas. 
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